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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah urgnesi kebijakan hukum 

asimilasi Napi pada masa covid, memberikan jaminan kepastian tidak terjadinya 

pengulangan tindak pidana serta mengetahui sudah relevankah prosedur 

persyaratan dari pemberian kebijakan asimilasi tersebut. Studi ini menggunakan 

metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil studi 

menunjukan mekanisme kebijakan hukum asimilasi dan integrasi narapidana sudah 

berjalan sesuai dengan prosedur dan persyaratan  yang ditetapkan melalui 

Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Tetapi 

dalam pemberian jaminan kepastian tidak terjadinya pengulangan tindak pidana 

harus lebih memperhatikan segi pemberian hukuman maksimal terhadap 

narapidana yang mengulangi tindak pidana untuk menjadikan trigger bagi 

narapidana lainnya, tujuannya agar hakim tak perlu lagi mempertimbangkan faktor 

keringanan untuk narapidana asimilasi yang kembali berulah dan perlu adanya 

payung hukum untuk langkah-langkah mengantisipasi aksi narapidana di tengah 

pandemi COVID-19. Minimnya pengawasan kepada narapidana pun menjadi 

alasan lainnya untuk lebih diperhatikan. Dan prosedur persyaratan kebijakan 

asimilasi dan integrasi narapidana dan anak di masa covid-19 ini penerapan nya 

belum relevan untuk diterapkan di Indonesia, sebaiknya dalam mengeluarkan 

sebuah peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan  dan kebutuhan hukum 

dalam masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine whether the urgency of the assimilation policy of 

prisoners during the covid period, to guarantee the certainty of no repetition of 

criminal acts and to find out whether the procedure requirements of the assimilation 

policy are relevant. This study uses a juridical normative legal research method with 

a qualitative approach. The results of the study show that the legal policy 

mechanism for assimilation and integration of prisoners has been running in 

accordance with the procedures and requirements stipulated by Ministerial Decree 

(Kepmen) Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020. However, in providing 

assurance of certainty that there will be no repetition of criminal acts must pay more 

attention to the aspect of giving maximum punishment to prisoners who repeat 

criminal acts to trigger other inmates, the goal is that judges no longer need to 

consider the relief factor for assimilated prisoners who return to acting and there is 

a need for a legal umbrella for steps to anticipate prisoners' actions in the midst of 

a pandemic COVID-19. The lack of supervision of prisoners is another reason for 

more attention. And the procedures for the assimilation and integration policy 

requirements of prisoners and children during the Covid-19 period are not yet 

relevant to be implemented in Indonesia, it is better if in issuing a regulation it must 

be adjusted to developments and legal needs in society. 
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